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Abstrak: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Namun, tantangan budaya organisasi, seperti integritas,
profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah, menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif untuk menganalisis peran budaya organisasi dalam mendukung implementasi SPBE.Hasil menunjukkan
integritas perangkat daerah perlu diperkuat melalui pengawasan dan pelatihan, sementara profesionalisme menghadapi
tantangan berupa kesenjangan kompetensi teknis. Komitmen perangkat daerah terhadap transformasi digital juga
membutuhkan peningkatan melalui budaya kerja kolaboratif. Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen
terbukti menjadi kunci keberhasilan SPBE.Penelitian merekomendasikan pengawasan yang lebih baik, pelatihan digital,
dan integrasi budaya organisasi dalam kebijakan SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan
akuntabel.
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recommends better supervision, digital training and integration of organizational culture
in SPBE policies to create transparent and accountable public services.

Pendahuluan

Transformasi birokrasi telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah
Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam era digital yang
semakin berkembang, upaya untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) menjadi langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin
kompleks dan dinamis. SPBE diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang
lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman. Namun,
implementasi SPBE tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga
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membutuhkan fondasi budaya organisasi yang kuat di kalangan perangkat daerah. Hal ini
menjadi kunci dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan di sektor pelayanan
publik.

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam keberhasilan transformasi
birokrasi. Elemen-elemen seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen menjadi pilar
utama dalam membangun budaya organisasi yang mendukung perubahan (Syahrani &
Hernawaty, 2022). Integritas diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat daerah
menjalankan tugas dengan jujur dan berorientasi pada kepentingan publik.
Profesionalisme menjadi landasan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan
sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Sementara itu, komitmen
menjadi elemen yang menguatkan dedikasi perangkat daerah dalam mendukung visi dan
misi organisasi (Chen, 2021). Ketiga elemen ini, jika diimplementasikan secara konsisten,
dapat menjadi katalisator keberhasilan SPBE.

Di Provinsi Gorontalo, upaya untuk menerapkan SPBE telah dilakukan melalui
berbagai kebijakan dan program. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan
pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun,
implementasi SPBE di Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
tantangan utama adalah kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan
praktik di lapangan. Meskipun regulasi dan perangkat hukum telah tersedia,
pelaksanaannya sering kali terkendala oleh faktor sumber daya manusia, infrastruktur
teknologi, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi. Dalam
konteks ini, budaya organisasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk
memastikan keberhasilan transformasi birokrasi (Syafikruzi, 2022).

Integritas perangkat daerah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu isu yang perlu
mendapatkan perhatian serius. Sebagai salah satu elemen budaya organisasi, integritas
tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup
komitmen moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam
konteks digitalisasi pelayanan publik, integritas menjadi semakin penting karena
berhubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan
(Cahyarini, 2021).

Selain integritas, profesionalisme perangkat daerah juga menjadi faktor kunci
dalam keberhasilan implementasi SPBE. Profesionalisme mencerminkan kemampuan dan
kompetensi individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, di
Provinsi Gorontalo, profesionalisme perangkat daerah masih menghadapi berbagai
kendala (Bouckaert, 2019). Salah satu kendala utama adalah kesenjangan antara
kompetensi pegawai dengan kebutuhan spesifik digitalisasi. Banyak perangkat daerah
yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem
berbasis elektronik. Padahal, profesionalisme yang tinggi diperlukan untuk mencapai
target implementasi SPBE secara efektif.

Komitmen perangkat daerah merupakan elemen budaya organisasi lainnya yang
memegang peranan penting dalam transformasi birokrasi. Komitmen mencerminkan
dedikasi dan loyalitas individu terhadap tujuan organisasi (Sawir, 2020). Dalam konteks
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SPBE, komitmen perangkat daerah menjadi indikator keberhasilan penerapan sistem ini.
Di Provinsi Gorontalo, komitmen perangkat daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya
SPBE, resistensi terhadap perubahan, dan minimnya dukungan dari pimpinan organisasi.
Untuk itu, penguatan komitmen melalui pembentukan budaya kerja yang kolaboratif dan
inovatif menjadi langkah yang sangat diperlukan (Akbar et al., 2021).

Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen merupakan kunci dalam
mendorong keberhasilanimplementasi SPBE di Provinsi Gorontalo. Ketiga elemen ini tidak
dapat berdiri sendiri, tetapi harus saling mendukung dalam menciptakan budaya
organisasi yang kondusif. Dalam implementasi SPBE, sinergi ini perlu diterjemahkan ke
dalam kebijakan dan program yang terintegrasi, seperti pelatihan berbasis digital,
penguatan mekanisme pengawasan, dan pembentukan tim kerja yang kolaboratif (Pratiwi
et al., 2022).

Provinsi Gorontalo memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi implementasi
SPBE. Sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang, Gorontalo menghadapi
tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya
manusia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung transformasi
digital, tantangan geografis dan keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan.
Selain itu, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap
teknologi informasi juga menjadi isu yang perlu diatasi (Zang, 2020). Dalam konteks ini,
penting untuk memahami bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya bergantung pada
teknologi, tetapi juga pada kesiapan budaya organisasi di setiap perangkat daerah.

Fenomena yang terjadi di Gorontalo menunjukkan bahwa keberhasilan
transformasi  birokrasi menuju digitalisasi memerlukan pendekatan yang
holistik(Awaludin, 2019). Hal ini mencakup penguatan integritas, profesionalisme, dan
komitmen perangkat daerah, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung. Sebagai
contoh, beberapa perangkat daerah telah memulai inisiatif digitalisasi pelayanan publik,
namun masih terkendala oleh resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman
tentang manfaat SPBE (Galigo, 2023). Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif
untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, termasuk melalui peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, penguatan budaya kerja yang inovatif, dan pembentukan
kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan (Maulana & Decman,
2023).

Transformasi birokrasi menuju digitalisasi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan
pendekatan yang tepat, tantangan yang dihadapi dapat diatasi (Hartanti, 2023). Budaya
organisasi yang berbasis integritas, profesionalisme, dan komitmen menjadi fondasi yang
kuat dalam mendukung perubahan ini. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan, teknologi,

dan budaya organisasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang
lebih baik dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo (Scholz, 2021).
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Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi
kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena budaya
organisasi dalam konteks transformasi birokrasi terhadap implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini berfokus
pada upaya mengeksplorasi dan menganalisis dinamika budaya organisasi, khususnya
aspek integritas, profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah dalam mendukung
keberhasilan SPBE.

Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik. Observasi dilakukan untuk
melihat langsung kondisi di lapangan, terutama terkait perilaku dan pola kerja perangkat
daerah dalam mengimplementasikan SPBE. Wawancara mendalam dilakukan dengan
para informan yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, staf perangkat daerah, dan
pihak- pihak terkait lainnya. Tujuan wawancara ini adalah menggali perspektif,
pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses transformasi birokrasi
berbasis elektronik. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah dokumentasi terhadap
berbagai regulasi, kebijakan, laporan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan
implementasi SPBE.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.
Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis melalui proses reduksi, penyajian,
dan penarikan kesimpulan. Peneliti berupaya menemukan pola, hubungan, dan makna
yang relevan dengan tujuan penelitian (Juliana, 2021). Validitas data dijaga melalui
triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai peran budaya organisasi dalam mendukung transformasi
birokrasi berbasis elektronik, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk
mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan yang
membutuhkan perhatian serius, terutama pada aspek integritas, profesionalisme, dan
budaya organisasi. Pada aspek integritas, kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi
dan kode etik pelayanan publik digital masih memerlukan penguatan. Sebagian besar
perangkat daerah memiliki pemahaman yang terbatas terhadap regulasi SPBE, sehingga
pelaksanaan kebijakan tidak berjalan maksimal. Selain itu, rendahnya frekuensi pelatihan
atau sosialisasi terkait kode etik pelayanan publik digital turut menjadi kendala.
Transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung layanan digital juga
belum optimal, terlihat dari minimnya laporan terbuka mengenai proses layanan digital
dan belum tersedianya mekanisme pelaporan berbasis digital yang mudah diakses
masyarakat (Daryono, 2019).
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Aspek profesionalisme juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam
kesesuaian kompetensi perangkat daerah dengan kebutuhan implementasi SPBE. Hanya
sebagian kecil perangkat daerah yang memiliki sertifikasi terkait teknologi informasi,
sementara tingkat pemahaman teknis terhadap sistem SPBE masih rendah, khususnya di
tingkat staf operasional. Meski penerapan standar operasional prosedur (SOP) terkait
layanan digital mulai dilakukan, tingkat kepatuhan terhadap SOP ini masih bervariasi
antar perangkat daerah, menunjukkan perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih
intensif untuk memastikan keseragaman implementasi (Normile, 2021).

Budaya organisasi menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi digital,
namun penelitian menemukan bahwa penanaman nilai-nilai budaya kerja yang
mendukung inovasi dan kolaborasi belum merata di seluruh perangkat daerah. Meskipun
jumlah kegiatan internal yang mempromosikan inovasi dan kerja sama meningkat, tingkat
partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan tersebut masih rendah. Selain itu,
kepemimpinan yang diharapkan mampu mendorong budaya organisasi pro-digitalisasi
belum sepenuhnya memenuhi harapan (Lerman, 2019). Banyak perangkat daerah merasa
bahwa pimpinan masih lebih fokus pada pendekatan konvensional dibandingkan dengan
mendukung transformasi digital secara aktif.

Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen juga menunjukkan
tantangan tersendiri. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas
implementasi SPBE belum berjalan optimal. Forum-forum koordinasi yang ada belum
dimanfaatkan secara maksimal, sehingga frekuensi kolaborasi lintas sektor masih rendah
(Setyowati, 2024). Kebijakan SPBE juga belum sepenuhnya mencerminkan integrasi nilai-
nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen, meskipun upaya ke arah tersebut mulai
terlihat. Perlu adanya peningkatan keselarasan antara kebijakan SPBE dengan prinsip-
prinsip integritas dan profesionalisme, serta penguatan komitmen perangkat daerah
untuk mendukung keberhasilan implementasi SPBE.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan
implementasi SPBE sangat bergantung pada penguatan integritas, profesionalisme, dan
budaya organisasi. Sinergi yang terintegrasi di antara ketiga aspek ini menjadi kunci
dalam mewujudkan transformasi birokrasi berbasis digital yang efektif dan efisien. Upaya
berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas perangkat daerah, penguatan
kepemimpinan yang pro-digitalisasi, dan pengembangan mekanisme monitoring serta
evaluasi yang terintegrasi, sangat diperlukan agar SPBE dapat memberikan dampak nyata
bagi pelayanan publik di Provinsi Gorontalo (Budisusetio, 2019).

Pembahasan

Penelitian ini menguraikan hasil analisis mendalam terkait integritas,
profesionalisme, budaya organisasi, serta sinergi di kalangan perangkat daerah dalam
mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi
Gorontalo. Setiap subfokus dianalisis berdasarkan indikator dan deskriptor yang telah
ditetapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi yang ada dan
rekomendasi perbaikan yang relevan.
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1. Integritas

Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat
terhadap layanan berbasis elektronik. Berdasarkan deskriptor pertama, yaitu kepatuhan
perangkat daerah terhadap regulasi dan kode etik pelayanan publik digital, ditemukan
bahwa tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi SPBE masih beragam.
Beberapa perangkat daerah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap regulasi,
namun sebagian lainnya masih kurang memahami aspek teknis dan strategis yang diatur
dalam kebijakan SPBE. Kurangnya sosialisasi yang intensif menjadi salah satu penyebab
utama hal ini. Dalam indikator frekuensi pelatihan atau sosialisasi terkait kode etik, hasil
menunjukkan bahwa pelatihan yang diadakan masih sporadis dan belum mencakup
seluruh perangkat daerah. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pemahaman mengenai
kode etik dan prinsip transparansi dalam pelayanan digital.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung layanan
digital, sebagai deskriptor kedua, juga menjadi tantangan yang signifikan. Jumlah laporan
terbuka mengenai proses layanan digital masih terbatas. Sebagian besar perangkat daerah
belum memiliki sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses
informasi terkait keputusan layanan digital secara real-time. Selain itu, keberadaan
mekanisme pelaporan yang mudah diakses juga masih minim. Beberapa perangkat daerah
telah mencoba menerapkan mekanisme pelaporan berbasis aplikasi, namun
penggunaannya belum optimal akibat keterbatasan teknis dan kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan integritas, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur
dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal, menyediakan pelatihan yang
berkelanjutan, serta memastikan bahwa perangkat daerah memahami pentingnya regulasi
dan kode etik dalam membangun kepercayaan publik terhadap SPBE.

2. Profesionalisme

Profesionalisme perangkat daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan
keberhasilan implementasi SPBE. Pada deskriptor pertama, yaitu kesesuaian kompetensi
perangkat daerah dengan kebutuhan implementasi SPBE, ditemukan bahwa jumlah
perangkat daerah yang memiliki sertifikasi terkait teknologi informasi masih terbatas.
Sebagian besar pegawai belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk mendukung
sistem digitalisasi pemerintahan. Tingkat pemahaman teknis terhadap sistem SPBE juga
masih rendah, terutama di kalangan perangkat daerah yang berada di wilayah pedesaan.
Hal ini menunjukkan perlunya program peningkatan kapasitas yang lebih terarah, seperti
pelatihan teknis, sertifikasi, dan pendampingan khusus.

Deskriptor kedua, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten
dalam pelayanan publik digital, juga menunjukkan hasil yang perlu ditingkatkan.
Meskipun beberapa perangkat daerah telah memiliki SOP yang mengatur layanan digital,
namun tingkat kepatuhan terhadap SOP tersebut masih bervariasi. Banyak perangkat
daerah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya SOP dalam menjamin
konsistensi dan efisiensi layanan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan
evaluasi terhadap implementasi SOP di lapangan. Dalam beberapa kasus, SOP yang telah
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ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga menimbulkan
resistensi dari pengguna layanan.

Untuk memperkuat profesionalisme, penting bagi pemerintah daerah untuk
memperluas akses pelatihan teknis, mendorong sertifikasi bagi pegawai, serta melakukan
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP. Pendekatan ini dapat membantu perangkat

daerah meningkatkan kompetensinya dalam mendukung implementasi SPBE secara
efektif.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam
keberhasilan transformasi digital. Pada deskriptor pertama, yaitu penanaman nilai- nilai
budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi, ditemukan bahwa jumlah kegiatan
internal yang mempromosikan inovasi dan kerja sama masih terbatas. Beberapa perangkat
daerah telah mengadakan lokakarya atau seminar internal, namun tingkat partisipasi
pegawai masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja yang mendukung
inovasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam organisasi. Tingkat partisipasi perangkat
daerah dalam kegiatan budaya organisasi juga menunjukkan adanya kesenjangan, di
mana hanya beberapa pegawai yang aktif berpartisipasi, sementara yang lainnya kurang
terlibat akibat kurangnya dorongan dari pimpinan.

Deskriptor kedua, yaitu kepemimpinan yang mendorong budaya organisasi pro-
digitalisasi, juga menghadapi tantangan. Tingkat kepuasan perangkat daerah terhadap
gaya kepemimpinan masih beragam, dengan sebagian pegawai merasa bahwa pimpinan
kurang memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya digitalisasi. Persepsi
perangkat daerah terhadap dukungan pimpinan terhadap digitalisasi juga bervariasi, di
mana beberapa merasa didukung, namun sebagian lainnya merasa bahwa dukungan yang
diberikan belum memadai. Kepemimpinan yang kurang visioner menjadi salah satu faktor
penghambat dalam membangun budaya organisasi yang pro-digitalisasi.

Untuk memperkuat budaya organisasi, diperlukan kepemimpinan yang mampu
menginspirasi dan memotivasi perangkat daerah untuk berinovasi dan berkolaborasi.
Selain itu, kegiatan internal yang mempromosikan nilai-nilai budaya kerja pro- digitalisasi
perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung transformasi
digital.

4. Sinergi Antara Integritas, Profesionalisme, dan Komitmen

Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen menjadi kunci utama
dalam mendorong keberhasilan implementasi SPBE. Pada deskriptor pertama, yaitu
kolaborasi antar perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPBE,
ditemukan bahwa jumlah forum koordinasi lintas perangkat daerah masih terbatas.
Frekuensi kolaborasi pada program lintas sektor juga belum optimal, di mana banyak
perangkat daerah yang masih bekerja secara silo tanpa melibatkan unit lain yang relevan.
Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah perlu ditingkatkan untuk
memastikan efektivitas pelaksanaan SPBE.
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Deskriptor kedua, yaitu integrasi nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen
dalam kebijakan SPBE, menunjukkan bahwa tingkat keselarasan antara kebijakan SPBE
dengan prinsip integritas dan profesionalisme masih perlu ditingkatkan. Banyak
kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga
implementasinya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, jumlah perangkat
daerah yang menunjukkan peningkatan komitmen terhadap SPBE masih terbatas, yang
menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dalam membangun komitmen di
kalangan perangkat daerah.

Untuk mendorong sinergi yang lebih baik, diperlukan kebijakan yang terintegrasi
dan program-program yang mendorong kolaborasi antar perangkat daerah. Selain itu,
nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen perlu diinternalisasi dalam setiap
aspek implementasi SPBE untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan.

5. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang
dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan
SPBE di Provinsi Gorontalo. Pertama, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi dan kode etik
pelayanan publik digital. Kedua, program pelatihan dan pengembangan kapasitas
berbasis digital perlu ditingkatkan untuk mendukung profesionalisme perangkat daerah.
Ketiga, kegiatan internal yang mempromosikan inovasi dan kolaborasi perlu ditingkatkan
untuk memperkuat budaya organisasi. Keempat, kebijakan SPBE perlu dirancang
sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan
komitmen.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan implementasi SPBE di Provinsi
Gorontalo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan
bagi masyarakat. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang
manusia dan budaya organisasi yang mendukung perubahan tersebut.

Simpulan

Transformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di Provinsi Gorontalo, keberhasilan SPBE sangat bergantung pada peran budaya
organisasi, khususnya dalam aspek integritas, profesionalisme, dan komitmen.
Berdasarkan hasil penelitian, integritas perangkat daerah masih memerlukan penguatan
melalui mekanisme pengawasan dan pelatihan yang lebih terstruktur. Profesionalisme,
yang mencakup kompetensi teknis dan penerapan SOP, juga perlu ditingkatkan untuk
memastikan efektivitas pelaksanaan SPBE. Selain itu, komitmen perangkat daerah
terhadap visi dan misi digitalisasi harus didukung dengan budaya kerja yang kolaboratif
dan inovatif. Sinergi antara ketiga elemen ini menjadi faktor kunci dalam mendorong
keberhasilan transformasi birokrasi.
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu fokus pada integrasi
nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen ke dalam kebijakan dan program
SPBE. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan pelatihan berbasis digital, penguatan
pengawasan internal, dan pembentukan budaya kerja yang mendukung inovasi perlu
dilakukan secara konsisten. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan,
implementasi SPBE di Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menciptakan pelayanan
publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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